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MOTTO 

 

 

 
 

Terjemahan : Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 

berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang 

kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 

sabar. 

Surah Al-Anfal: 46
1
 

  

                                                             
1
 Al- Qur’ân al- Karîm Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya: Juz 1-30 (Jakarta: 

PT. Kumudasmoro Grafindo, 2017). 
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ABSTRAK 

 

Najih Hamdi, Ana Pratiwi, M.S.A. 2023: Pengaruh Partisipasi Masyarakat, 

Aksesibilitas Informasi Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tempursari, Kecamatan Tempursari, 

Kabupaten Lumajang. 

 

Dana Desa membuat pendapatan desa menjadi meningkat sehingga perlu 

diatur dan dikelola dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Asas 

Pengelolaan Desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Proses pengelolaan dana desa 

harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan 

dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good 

governance) dimana salah satu adalah akuntabilitas. 

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Apakah 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari? 

(2) Apakah aksesibilitas informasi desa berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari? (3) Apakah 

pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Desa Tempursari? 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi 

masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari 

(2) Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas informasi desa terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari (3) Untuk 

mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Desa Tempursari. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

stastistik deskriptif. Populasi penelitan yaitu warga Desa Tempursari Kecamatan 

Tempursari Kabupaten Lumajang yang berjumlah 9.129 orang. Sedangkan 

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sensus berjumlah 64 orang. 

Alat analisis data berupa uji instrumen data, uji asumsiklasik, uji regresi linier 

berganda dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS Statistics Versi 22. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan, aksesibilitas 

informasi desa dan pengendalian internal berpengaruh signifikan atau positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. variabel partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan laporan keuangan dengan signifikansi < α yaitu 0,001 < 0,05. 

variabel aksesibilitas informasi desa dengan nilai signifikansi < α yaitu 0,011 < 

0,05. variabel pengendalian internal dengan nilai signifikansi < α yaitu 0,036 < 

0,05. Sedangkan secara simultan variabeltransparansi, akuntabilitas dan responsif 

berpengaruh signifikan atau positif dengan nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 

0,05 (0,000 < 0,05). 

 

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Aksesibilitas, Pengendalian Internal,    

Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang aktivitas 

utamanya yaitu menyediakan barang atau jasa dalam rangka memenuhi 

kebutuhan atau hak publik, seperti transportasi publik, pelayanan masyarakat, 

penegakan hukum, keamanan, dan penyediaan barang kebutuhan publik.
1
 

Pada kenyataannya, beberapa fungsi organisasi sektor publik dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan publik dapat digantikan oleh organisasi lain, yaitu 

organisasi sektor swasta seperti fungsi pelayanan kesehatan, transportasi 

publik, komunikasi, pendidikan dan sebagainya. Meskipun begitu, ada tugas-

tugas tertentu dari organisasi sektor publik yang tidak dapat digantikan oleh 

sektor swasta, yaitu seperti fungsi birokrasi pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat maupun daerah. 

 Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia 

semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan 

pada pemerintah daerah. Pesatnya globalisasi yang menuntut daya saing di 

setiap Negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana 

daya saing pemerintah daerah ini diharapkan mampu tercapai melalui 

peningkatan kemandirian pemerintahan. UU No.33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membuat reformasi 

                                                             
1

 Hayuwati and Halim, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Aksesibilitas Laporan 

Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pertanggungjelasan Keuangan Daerah Kabupaten 

Klaten.” 
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akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian 

banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan 

akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.
2
 

Jadi, akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting untuk 

menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan 

akuntabilitas dan transparansi publik. 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa juga 

diperlukan agar tujuan alokasi dana desa dapat tercapai dengan optimal. 

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan keuangan desa mampu menunjang kesejahteraan masyarakat 

desa. Begitu pula dengan sebaliknya apabila partisipasi masyarakat rendah 

maka mengakibatkan pengelolaan keuangan desanya menjadi tidak transparan 

dan juga tidak akuntabel.
3

 Penggunaan dana desa yang belum efektif 

mencapai tujuan karena masyarakat masih belum berperan penuh dalam 

pengelolaan dana desa. Kondisi atau keadaan seperti inilah yang dapat 

mengakibatkan dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah menjadi tidak 

tepat sasaran. 

Peraturan Pemerintah tentang SAP mensyaratkan kualitas laporan 

keuangan harus dipenuhi oleh setiap sektor pemerintahan untuk dapat 

memnuhi kebutuhan dari para pemakainya. Terdapat dua kriteria utama 

sesuai dengan peraturan pemerintahan yang dibutuhkan agar manajemen 

dapat memberikan bentuk pertanggungjawaban kegiatannya dengan laporan 

                                                             
2
 Putra and Rasmini, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada 

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.” 
3

 Dharmakarja, Kusuma, and Putra, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas 

Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.” 
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keuangan yang memberikan kepuasan bagi pengguna informasi. Pertama, 

relevensi, yakni setiap informasi yang dihasilkan dari laporan keuanagan desa 

harus memberikan manfaat umpan balik (feedback) serta tepat waktu. Kedua, 

kredibel, yakni informasinya aktual, dapat dipercaya, dan dapat diverifikasi 

serta netral.
4
 Oleh sebab itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam 

proses penyusunan keuangan guna mewujudkan kualitas laporan keuangan 

Desa yang baik serta terhindar dari kecacatan atau kecurangan. 

Pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa membutuhkan 

keterbukaan akses informasi yang diperoleh publik baik informasi 

pengelolaan keuangan desa dan laporan keuangan karena keterbukaan 

informasi akan meningkatkan kepercayaan publik.
5
 Aksesbilitas merupakan 

kemudahan untuk memperoleh informasi terkait dengan desa dan laporan 

keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan keuangan desa atau 

pengelolaan keuangan desa dipublikasikan melalui papan informasi sehingga 

perlunya untuk penelitian lebih lanjut terkait bentuk keterbukaan akses 

informasi desa untuk pemerintahan tanggung jawab publik. 

Pengendalian internal merupakan sistem yang ada dalam suatu 

organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi itu sendiri. 

Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan 

untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang 

                                                             
4 Puspasari and Purnama, “Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan.” 
5
 Shafira and Utami, “Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan, Dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Teknologi Informasi.” 
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akurat dan dapat dipercaya.
6

 Adanya pengendalian internal, peran 

Pemerintahan Desa atau perangkat desa sangat dibutuhkan karena merupakan 

bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya tentang pengelolaan 

keuangan desa dan dapat menyajikan sebuah laporan keuangan yang 

akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan 

pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan desa agar menghasilkan 

pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena pada 

hakekatnya pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dana Desa membuat pendapatan desa menjadi meningkat sehingga 

perlu diatur dan dikelola dengan baik dalam pengelolaan keungan desa. Asas 

pengelolaan Desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 

2014 tentang pengelolaan keuangan Desa adalah transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Proses 

pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan 

partisipatif.
7
 Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata 

pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu adalah 

akuntabilitas. Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya harus transparan dan 

bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas 

harus diterapkan pemerintahaan desa dalam tata pemerintahannya, dimana 

semua akhir kegiatan dapat di pertanggungjawaban kepada masyarakat desa 

                                                             
6
 Martini, “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Dana Desa Di Kecamatan Sembawa.” 
7  “Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1).” 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPKP, Juklak Bimkon Pengeloaan 

Keuangan Desa).
8
 Terkait dana desa tidak lepas dengan pengawalan atau 

pengawasan oleh pihak-pihak terkait khususnya Kepala Desa dan Perangkat 

Desa lainnya serta partisipan dari masyarakat, yang mana akuntabilitas 

menjadi tujuan suatu organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan 

kesejahteraan Masyarakatnya. 

Menindak lanjuti peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 

2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Lumajang 

mengeluarkan Perbup No. 59 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan desa. Perbup No. 59 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan 

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa.
9
 Kabupaten Lumajang merupakan salah 

satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur, Kab. 

Lumajang memiliki Luas wilayah 1.790,90 km
2
, dimana dibagi menjadi 21 

Kecamatan, 198 Desa, dan 7 Kelurahan dengan jumlah Penduduk 1.044.759 

jiwa. 

Fenomena proses pengelolaan keuangan di desa merupakan sesuatu 

hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Karena setiap desa memiliki 

prinsip dan cara yang berbeda sehingga pasti ada proses pengelolaan 

                                                             
8
 Kurnia, Sebrina, and Halmawati, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa:” 

9
 „https://lumajangkab.go.id/‟ diakses 30 Juli 2021. 
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keuangan yang berbeda juga, dan bisa saja hal tersebut menjadi keistimewaan 

atau justru menjadi suatu kelemahan tersendiri untuk suatu desa. Desa 

Tempursari merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempursari dengan 

lokasi kantor desa yang dinilai sangat strategis, yaitu berada tepat di tengah-

tengah Kecamatan Tempursari. Peneliti memilih Desa Tempursari sebagai 

objek penelitian karena lokasi kantor desa yang sangat strategis dan 

merupakan desa asal peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk 

melakukan penelitian juga meminimalisir biaya dalam melakukan penelitian. 

Alasan utamanya yaitu peneliti menemukan fenomena yang dianggap 

menarik untuk diteliti yaitu dimana para perangkat desa yang mayoritas 

merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas. Dengan latar belakang 

pendidikan yang sedemikian membuat peneliti ingin mengetahui seberapa 

kompetenkah para perangkat desanya terhadap laporan keuangan desa. 

Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti memiliki keinginan untuk 

melakukan penelitian. Pertama, yaitu peneliti ingin mengetahui seberapa 

intern atau aktif masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan di Desa 

Tempursari. Kedua, peneliti ingin mengetahui bagaimana aksesibiltas 

informasi desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa 

Tempursari. Dan ketiga, peneliti ingin mengetahui apakah pengendalian 

internal sudah benar-benar terkendali terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Desa Tempursari. 

Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang telah dipaparkan 

diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Partisipasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Desa dan Pengendalian 
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Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang timbul dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah partisipasi masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

di Desa Tempursari? 

2. Apakah aksesibilitas informasi desa berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari? 

3. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
10

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam melakukan 

penyusunan laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Desa Tempursari. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas informasi desa terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa teoritis dan praktis. 

Kegunaan penelitian harus realistis.
11

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dari tulisan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

dalam bidang akuntansi pemerintahan. 

b. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lain khususnya 

penelitian dengan tema sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai 

pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari 

Kabupaten Lumajang.  

b. Bagi Pemerintah  
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Penelitian ini diharapkan memberi gambaran mengenai 

kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa sehingga dapat 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa 

Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.  

c.  Bagi Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan 

penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa.  

d. Bagi Masyarakat Desa Tempursari Kecamatan Tempursari 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Penelitian  

  Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.
12

 Adapun variabel 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel, yaitu variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y) dengan uraian sebagai berikut :  
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a. Variabel bebas (X)  

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.
13

 Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah partisipasi 

masyarakat (X1), aksesibilitas (X2), dan pengendalian internal (X3). 

b. Variabel terikat (Y) 

 Variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karenanya adanya variabel bebas.
14

 Adapun yang 

menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. 

2. Indikator Variabel 

Indikator variabel pada penelitian ini adalah : 

Tabel 1.1 

Indikator Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Partisipasi 

Masyarakat (X1) 

Keterlibatan aktif dari 

masyarakat, dalam 

pengambilan keputusan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kegiatan 

pembangunan daerah mereka 

sendiri.
15

 

1. Keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan 

program-program desa 

2. Mengusulkan rencana 

anggaran 

3. Terlibat dalam 

mengawasi dan 

melaporkan 

4. Memberikan penilaian 

pelaksanaan anggaran 

Aksesibilitas (X2) 

Aksesibilitas merupakan 

kemudahan memperoleh 

informasi terkait dengan desa 

dan laporan keuangan desa 

sebagai bentuk akuntabilitas, 

pelaporan keuangan 

1. Keterbukaan 

2. Kemudahan 

3. Accessible 

 

                                                             
13

 Hadi, Metodologi Riset. 
14
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15
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pengelolaan  dipublikasikan 

melalui  papan  informasi desa  

sehingga perlunya untuk 

penelitian lebih lanjut terkait 

bentuk keterbukaan akses 

informasi untuk pemenuhan 

tanggungjawab publik.
16

 

Pengendalian 

Internal (X3) 

Pengendalian intern adalah 

proses yang dilakukan 

atas amanat dari dewan 

direksi atau manajemen dalam 

suatu organisasi yang bertujuan 

untuk melindungi aset 

perusahaan, serta memastikan 

kepatuhan pada hukum dan 

peraturan yang berlaku.
17

 

1. kegiatan yang efektif 

dan efisien 

2. laporan keuangan yang 

dapat diandalkan 

3. pengamanan aset negara 

dan ketaatan terhadap 

Peraturan Perundang – 

Undangan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa (Y) 

akuntabilitas merupakan 

kemampuan organisasi sektor 

publik dalam memberikan 

penjelasan atas tindakan-

tindakan yang dilakukannya 

terutama terhadap pihak-pihak 

yang dalam sistem politik telah 

diberikan kewenangan untuk 

melakukan penilaian dan 

evaluasi terhadap organisasi 

publik tersebut.
18

 

1. Kejujuran dan 

keterbukaan informasi 

2. Kepatuhan dalam 

pelaporan 

3. Kesesuaian prosedur 

4. Kecukupan informasi 

5. Ketepatan penyampaian 

laporan 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan 

pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang 

didasarkan pada indikator variabel.
19

 Dengan arti lain definisi operasional 

adalah penjabaran yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara 

memberikan arti, atau memberikan suatu operasional yang diperlukan 

                                                             
16

 Shafira and Utami, “Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan, Dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Teknologi Informasi.” 
17

 Ibid. 
18

 Wicaksono, “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.” 
19

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 
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sehingga pembaca tidak salah pemahaman dalam menafsirkan variabel-

variabel yang sudah penulis cantumkan. 

Berikut ini definisi operasional dari masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian: 

1.  Partisipasi Masyarakat (X1) 

Partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari masyarakat, dalam 

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan 

pembangunan daerah mereka sendiri.
20

 

2.  Aksesibilitas (X2) 

Aksesibilitas merupakan kemudahan memperoleh informasi terkait 

dengan desa dan laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas, 

pelaporan keuangan pengelolaan  dipublikasikan melalui  berbagai media 

seperti baliho, website, media social dan papan pengumuman.
21

 

3.  Pengendalian Internal (X3) 

Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan 

atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi 

yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan 

kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.
22

 

4.  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) 

Akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik 

dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya 

                                                             
20
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terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan 

kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi 

publik tersebut.
23

 

G. Asumsi Penelitian 

Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar atau 

postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh 

peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti 

melangkah mengumpulkan data.
24

 Asumsi penelitian dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan:  garis penghubung 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan tentatif tunggal digunakan menyusun 

teori atau eksperimen dan diuji. Hipotesis adalah pernyataan formal 

menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan 

variabel dependen.
25

 Hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji 

                                                             
23

 Wicaksono, “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.” 
24

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 
25

 Creswell and Creswell, Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches Fifth Edition. 

Aksesibilitas 

Informasi Desa 

Pengendalian Internal 

Akuntabilitas 
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kebenarannya melalui penelitian.
26

 Berdasarkan uraian definisi dari beberapa 

ahli diatas, dapat dikemukakan bahwa dalam hipotesis terdapat beberapa 

komponen penting yakni dugaan sementara, hubungan antar variabel dan uji 

kebenaran. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, 

Aksesibilitas Informasi Desa dan Pengendalian Internal Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempursari Kecamatan 

Tempursari Kabupaten Lumajang”, hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan masyarakat 

dalam proses pengindentifikasian permasalahan dan potensi yang ada 

pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling 

alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya 

memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi 

perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan 

dalam hal ini masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya 

melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program 

pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi 

masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi 
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masyaraka setiap kegiatan pembangunan akan gagal aatau tidak berjalan 

secara efektif.
27

 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah 

penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi tentang 

penyaluran dana untuk pembangunan desanya. Masyarakat bisa disebut 

juga pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan 

organisasi publik, terutama implementasi pembagunan di desa-desa.  

Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang 

menyampaikan segala aspirasi serta berkontribusi dalam proses 

pengelolaan dana yang diperole.
28

 Partisipasi masyarakat akan 

mendorong pengelolaan keuangan desa secara transparan dimana dalam 

pengelolaan keuangan, pemerintah desa dapat mengungkapkan hal-hal 

yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Pada poin inilah, pengelolaan keuangan desa dinyatakan 

secara transparan dan membudahkan masyarakat untuk mendapatkan 

akses dan infromasi terkait dengan keuangan desa. Sehingga, partisipasi 

masyarakat yang semakin baik, maka akan mendorong pengelolaan 

keuangan desa yang semaki baik yang tercermin melalui tranparansi 

pengelolaan keuangan. Implementasi pembangunan harus diprioritaskan 

dengan melibatkan masyarakat sehingga proses implementasi 

pembangunan tepat pada sasaran, efisien dan efektif. 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa 

2. Pengaruh Aksesibilitas Informasi Desa terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna 

laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. 

Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan 

komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah 

yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif.
29

 

Dengan kata lain aksesibilitas adalah memberikan kemudahan akses bagi 

para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif 

dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang memberikan 

kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana desa. 

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik 

terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini 

diberikan oleh media, seperti majalah, radio, stasiun televisi, dan website 

yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong 

akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Pengelolaan keuangan 

desa akan semakin akuntabel apabila diikuti dengan kemudahan akses 

(aksesibilitas) laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. 
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Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus 

diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah daerah 

harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan 

keuangan melalui internet, surat kabar atau media sosial lainnya. 

Penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat 

menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah. Semakin tinggi 

aksesibilitas informasi desa maka semakin baik pula akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa.
30

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H2: Aksesibilitas informasi desa berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

3. Pengaruh Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Penegendalian intern adalah proses yang dirancang untuk 

memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan 

efektifitas dan efisiensi operasional, relibilitas pelaporan keuangan, dan 

ketaatan hukum yang berlaku. Para manajer atau Kepala Daerah harus 

mampu menilai sistem internal karena mereka bertanggung jawab atas 

pengendalian internal pelaporan keuangan keuangan baik swasta maupun 
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instansi pemerintah.
31

 Dengan kata lain pengendalian internal adalah 

seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau 

kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, 

menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta 

memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang 

serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana 

mestinya. 

Pengendalian internal sebagai bentuk pengawasan dan proses 

pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi untuk 

memastikan supaya seluruh tugas yang dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan.
32

 Tercapainya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

desa dapat diketahui melalui pengendalian internal mulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Sehingga setiap proses 

dalam mengelola dana desa sangat dibutuhkan pengendalian internal agar 

pengelolaan terlaksana secara efektif dan terhindar dari penyimpangan. 

Oleh karena itu, pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H3: Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. 
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I. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis dan bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk 

menggambarkan atau  menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
33

 

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, 

Tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
34

 

2. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
35

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tempursari Kecamatan 

Tempursari Kabupaten Lumajang yang terlibat dalam pengelolaan dana 

desa meliputi RT, RW, Kepala Dusun dan BPD. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semuanya, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. 
36

 Dan untuk menentukan sampel yang harus diambil dari 

keseluruhan populasi, tidak terdapat suatu ketentuan yang mutlak. 

Sebenarnya tidak ada suatu ketetapan mutlak berapa  persen suatu sampel 

harus diambil dari populasi.
37

 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan 

sensus. Sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian ini membuat 

generalisasi yang sangat kecil.
38

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan sampel jenuh dengan jumlah RT, RW, Kepala Dusun dan 

BPD di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang 

sebanyak 64 orang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dalam peneltian ini adalah dengan membagikan angket 

langsung kepada responden penelitian. Pembagian angket bertujuan untuk 

mengetahui pendapat responden mengenai partisipasi masyarakat dalam 
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penyusunan laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa, pengendalian 

internal, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan antara lain: 

1. Observasi  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung pada objek dan subjek yang diteliti.
39

 Dalam 

penelitian, observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

langsung di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten 

Lumajang. 

2. Kuesioner  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan 

daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden, yakni pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian.
40

 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah referensi, 

arsip, dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
41

 Dokumen 

yang dimaksud antara lain adalah tugas pokok dan fungsi lembaga, 

profil atau karakteristik yang ada di Desa Tempursari Kecamatan 

Tempursari Kabupaten Lumajang.  

4. Skala Pengukuran 

Pada prinsipnya instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam 

melakukan suatu penelitian sehingga data yang diperlukan dapat 
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 Hadi, Metodologi Riset. 
40

 Hadi. 
41

 Hadi. 
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dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang berisi sejumlah pernyataan tertutup tentang operasional 

variabel-variabel penelitian. Instrumen penelitian ini diperlukan dalam 

memperoleh data deskriptif yang akan digunakan untuk menguji hipotesis 

dengan model kajian skala indeks dengan 5 (lima) alternatif jawaban untuk 

masing-masing pertanyaan.
42

 Skala yang digunakan adalah Skala Likert 

dengan rentang skor: 

1. Jawaban  sangat setuju diberi skor 5; 

2. Jawaban setuju diberi skor 4; 

3. Jawaban cukup diberi skor 3; 

4. Jawaban tidak setuju sering diberi skor 2; 

5. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1. 

5. Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah 

dipahami dan diintreprestasikan. Tujuan penggunaannya adalah untuk 

mengetahui gambaran umum mengenai data penelitian dan hubungan 

yang ada antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.
43

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  
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Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

tersebut mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas bertujuan 

untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah 

sahih. Suatu instrumen dikatakan sahih atau valid jika mempunyai 

validitas tinggi, analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skor item dengan skor total item. Koefisien yang niali 

signifikansinya lebih kecil dari 5 % (level of significant) 

menunjukkan bahwa item-item tersebut sudah sahih sebagai 

pembentuk indikator. 

Untuk menguji validitas instrumen digunakan korelasi 

Product Moment.
44

 

  
  






2222 )Y()Yn()X()Xn(

)Y)(X(XYn
r   

dimana: 

r   = koefisien Product Moment 

n   = jumlah sampel 

ΣX  = jumlah skor item 

ΣY  = jumlah skor total 

Valid tidaknya suatu item instrumen diperoleh dari hasil 

antara item yang dikorelasikan dengan skor total kemudian 

dibandingkan dengan nilai kritis r yang tercantum pada bagian 

paling bawah critical value. Jika nilai korelasi setiap item 
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pertanyaan lebih besar dari nilai kritis r maka item tersebut 

dikatakan valid.
45

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas atau kehandalan dilakukan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana kuesioner yang diajukan dapat 

memberikan hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengukuran 

kembali terhadap subjek yang sama pada waktu yang berlainan. 

Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten.
46

 

Pengujian reliabilitas dan konsistensi, dilakukan dengan 

menghitung cronbach alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel 

apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0,5.
47

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah di dalam 

model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu 

diadakan pemeriksaan dengan menggunakan uji normalitas, 

heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel dependen dan independen keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak.
48

 Untuk menguji model 

regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat dari 

                                                             
45

 Ghozali, Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS). 
46

 Ibid. 
47

 Ibid. 
48

 Ibid. 



25 
 

 
 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yang 

bersangkutan : 

1) Bila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normal.  

2) Bila data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

Untuk memeriksa model regresi berdistribusi normal 

atau tidak dapat diperiksa melalui gambar Normal P-P Plot of 

Regression Standarddized Residual. 

b. Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamataan ke pengamatan yang lain tetap, atau 

disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu 

pada grafik scatterplot. Jika titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas.
49

 

c. Multikolinieritas  

                                                             
49
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Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi 

antara variabel independen yang satu dengan variabel 

independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya 

tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji 

Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan 

melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. 

Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala 

Multikolinieritas.
50

 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linear 

berganda (linear regression analysis).
51

 Analisis ini bertujuan untuk 

menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan, aksesibilitas 

informasi desa, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 Keterangan:  

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 

α = Konstanta 

β1-3 = Koefisien Regresi 

X1 = Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Laporan Keuangan 
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X2 = Aksesibilitas Informasi Desa 

X3 =  Pengendalian Internal 

e = Error 

5. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.
52

 Adapun prosedur 

pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung, 

kemudian membandingkan nilai probabilitas (signifikansi) thitung 

dengan = 5% (0,05). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut:  

a. Apabila signifikansi thitung (α) ≤ 0,05, maka Ho yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara parsial 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. Apabila signifikansi thitung (α) > 0,05, maka Ho diterima, yang 

berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

6. Uji F 

Uji F ditujukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dengan 

menggunakan tingkat signifikansi (α) = 5%, kriteria pengujian: 
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a. Jika Fhitung > Ftabel atau tingkat signifikansi < (α) 5%, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. 

b. Jika probabilitas Fhitung ≤ Ftabel atau tingkat signifikansi ≥ (α) 5%, 

maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya  tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat.
53

 

7. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi/R
2
 digunakan unuk mengetahui 

hubungan antara semua variabel independen (X) dan variabel 

dependen (Y). Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar 

persentasee variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan 

oleh variasi dalam independen variabel. Nilai R
2
 terletak antara 0 (nol) 

dan 1 (satu), jika R
2
 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi 

dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam 

independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut 

untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya.
54

 

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. 

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. 
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Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi 

beberapa sub bab. 

Bab I pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan definisi istilah. 

Bab II Kajian Kepustakaan 

 Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka 

teori dan terkait dengan tema skripsi.  

Bab III penyajian Data dan Analisis Data 

 Hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian yang meliputi 

obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan. 

Bab IV Penutup 

  Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti untuk onyek 

yang sudah di teliti. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

  Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian 

terdahulu mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa, dan pengendalian internal 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian sebelumnya 

penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna 

bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa 

antara lain : 

1. Ahmad Fadly dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis 

Akuntansi Syariah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 

Pemerintah Desa Kaseralau dalam sistem pengelolaan dana desa 

melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban seperti pembuatan jalan tani dan 

irigasi pertanian. Laporan pertanggungjawaban dan pencatatan laporan 

keuangan Pemerintah Desa Karalau pertangungjawabkan kepada 

masyarakat. Keterbukaan akses disampaikan kepada masyarakat luas 

dengan pemasangan balihoberisi informasi APBDes. (2) Akuntabilitas 

pengelolaan dana desa Kaseralau telah merealisasikan dengan baik, hal 

ini dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang 

telah dianggarkan dan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa 
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kaseralau dalam pengelolaan dana desa. (3) Pengelolaan dana Desa 

Kaseralau sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang 

adalah membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana Desa dan 

metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitain kualitatif 

sedangkan metode penelitian sekarang menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. 

2. Krisnanto dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, 

Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rantau Kapas Tuo 

Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Tahun 2021”. Dalam 

penelitiannya menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi dalam pengelolaan ADD berpengaruh positif signifikan 

terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Rantau kapar Tuo 

Perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya 

adalah subjek terikat atau subjek (Y) yang mana dalam penelitian 

terdahulu terkait pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk penelitian 

yang sekarang terfokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangannya. 

3. Putri Indah Pratiwi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe 

Kabupaten Deli Serdang” hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 
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bahwa terdapat pengaruh kompetensi aparat desa dan partisipasi 

masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
55

 

Perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya 

adalah penelitian sebelumnya membahas tentang kompetensi aparat desa 

sedangkan penelitian yang sekarang tidak membahas tentang kompetensi 

aparat desa, dan untuk persamaannya adalah membahas tentang 

pengelolaan keuangan desa.  

4. Raden Apri Siswanto dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas 

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019”. 

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris accountability yang berarti 

pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau 

keadaan untuk diminta pertanggungjawabkan. Secara umum definisi 

akuntabilitas adalah sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak yang 

dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang 

bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang 

menyangkut pertanggung jawabannya. Pengelolaan Alokasi Keuangan 

Dana Desa dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek dalam 

pengelolaan kuangan desa yang dikelola dengan baik. Adanya Alokasi 

Dana Desa (ADD) tersebut, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tanggannya sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan, yang menyangkut peranan pemerintahan desa sebagai 

penyelenggara pelayanan publik di Desa dan sebagai tujuan dalam proses 
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perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan 

masyarakat di tingkat desa. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, 

pemerintahan desa memiliki sumber daya penerimaan yang di gunakan 

untuk membiayai kegiatan yang di lakukan di desa. 

 Persamaan dalam penelitian sekarang dengan sebelumnya adalah 

membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Sedangkan 

perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan Metode 

pendekatan penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian adalah 

menggunakan studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif 

kualitatif. 

5. Jimmy Wirahati Kusumah dalam penelitiannya yang berjudul 

“Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dakam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Di Kabupaten Lamongan” 

dengan hasil dalam penelitiannya yaitu bahwa penerapan alokasi dana 

desa pada desa telah dilakukan dengan baik mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban karena pengelola 

alokasi dana desa telah mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan 

desa yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 

2014.
56

 

Persamaan antara penelitian yang sekarang dengan yang 

sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana 
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desa dan untuk perbedaannya penelitian yang sebelumnya tidak 

membahas tentang aksesibilitas informasi desa. 

6. Lailatul Hikmah yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas 

Dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa 

Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Hasil 

penelitian dalam penelitian ini adalah secara persial variabel akuntabilitas 

dan responsif berpengaruh signifikan atau positif terhadap pengelolaan 

keuangan desa. Berbeda dengan variabel transparansi yang berpengaruh 

tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan 

secara simultan variabel transparansi, akuntabilitas dan responsif 

berpengaruh signifikan atau positif terhadap pengelolaan keuangan 

desa.
57

 

Persamaan dalam penelitian dahulu dan sekarang yaitu membahas 

tentang pengelolaan keuangan desa sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian sebelumnya tidak membahas tentang aksesibilitas informasi 

desa sedangkan penelitian sekarang membahas tentang aksesibilitai 

informasi desa. 

7. Erlina Shinta Dewi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian  Internal 

Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, 

Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Dana Desa” hasil menunjukkan bahwa secara 

simultan kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian intern 
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pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, 

transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan 

Ceper.
58

 

Persamaan dalam penelitian sekarang dengan sebelumnya adalah 

membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, membahas 

tentang partisipasi masyarakat dan metodologi penelitian menggunakan 

sampling dan kuisioner. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian 

sebelumnya membahas tentang kompetensi sumber daya manusia 

sedangkan penelitian yang sekarang tidak membahas tentang kompetensi 

sumber daya manusia. 

8. Riska Amelia dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan 

Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa” penelitia ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan hasil 

dalam penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuanagn 

pemerintahan Desa Timbuseng telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 

Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin 

anggaran dengan terpenuhinyya semua indicator serta pengelolaan 

keuangan desa yang sangat efektif sehingga cukup dan bermanfat bagi 

masyarakat.
59
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Persamaan dalam penelitian yang dulu dengan sekarang adalah 

membahas tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, 

sedangkan perbedaannya yakni tidak membahas tentang partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan, tidak membahas 

tentang aksesibilitas informasi desa dan teknik analisis yang digunakan. 

9. Sari Wulandari dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sumber 

Daya Aparatur Desa, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian 

Internal, Transparansi, Aksesibilitas, Penyajian Laporan Keuangan Dan 

Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bayat)” hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan system peengendalian internal, trasnparansi 

dan penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sumber daya aparatur desa, peran 

perangkat desa, aksesibilitas dan partisipasi masyarakat tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
60

 

Perbedaan dan persamaan antara penelitian sekarang dengan 

sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang sumber 

daya aparatur desa sedangkan penelitian sekarang tidak membahas 

tentang sumber daya aparatur desa, dan untuk persamaannya adalah 

membahas tentang pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan 

desa serta metodologi penelitian menggunakan purposive sampling. 
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10. Mega Rif‟atun Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul 

“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jebung Lor 

Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso” hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Jebung Lor telah 

dilaksanakan dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai 

dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagi Nomor 113 Tahun 2014, 

dan Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014.
61

  

Persamaan penelitian sekarang dengan yang sekarang adalah 

membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan untuk 

perbedaannya adalah jenis penelitian dan pengumpulan data penelitian 

sebelumnya hanya menggunakan wawancara dan observasi sedangkan 

yang sekarang menggunakan kuisioner/angket.  

                       Tabel 2.1 

             Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Ahmad 

Fadly 

(2023) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa Kaseralau 

Batulappa Pinrang 

(Analisis Akuntansi 

Syariah) 

Membahas tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan dana Desa  

Metode penelitian 

terdahulu 

menggunak an 

metode penelitain 

kualitatif 

sedangkan metode 

penelitian sekarang 

menggunak an 

metode penelitian 

kuantitatif 

2. Krisnant

o (2023) 

Pengaruh 

Akuntabilitas, 

Transparansi Dan 

Partisipasi Dalam 

Membahas tentang 

partisipasi masyarakat, 

akuntabilitas 

pengelolaan dana desa 

Tidak membahas 

tentang 

aksesibilitas 

informasi desa 
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 Hasanah, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari 

Kabupaten Bondowoso.” 
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Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Terhadap 

Pemberdayaan 

Masyarakat Di Desa 

Rantau Kapas Tuo 

Kecamatan Muara 

Tembesi Kabupaten 

Batang Hari Tahun 

2021 

dan Metodologi 

penelitian 

menggunakan sampling 

dan kuisioner 

3. Putri 

Indah 

Pratiwi 

(2021) 

Pengaruh 

Kompetensi Aparat 

Desa Dan Partisipasi 

Masyarakat 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan  Dana 

Desa Di Kecamatan 

Namorambe 

Kabupaten Deli 

Serdang. 

Membahas tentang 

pengelolaan keuangan 

desa 

Dalam penelitian 

sebelumnya 

membahas tentang 

kompetensi aparat 

desa sedangkan 

penelitian yang 

sekarang tidak 

membahas tentang 

kompetensi aparat 

desa 

4. Raden 

Apri 

Siswanto 

(2020) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Alokasi 

Dana Desa Dalam 

meningkatkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Kabupaten Lombok 

Utara 2019 (Studi di 

Desa Jenggala 

Kecamatan Tanjung 

Kabupaten Lombok 

Utara) 

Membahas tentang 

pengelolaan keuangan 

desa 

Metode yang 

digunakan berbeda 

dan tidak 

membahas tentang 

aksesibilitas 

informasi desa 

5. Jimmy 

Wirahati 

Kusuma

h (2020) 

Akuntabilitas, 

Transparansi, dan 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Pada 

Desa Di Kabupaten 

Lamongan 

1. Membahas tentang 

pengelolaan dana desa 

2. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan 

purposive sampling 

Tidak membahas 

tentang 

aksesibilitas 

informasi desa 

6. Lailatul 

Hikma 

(2020) 

Pengaruh 

Transparansi, 

Akuntabilitas Dan 

Responsif Terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan Desa Di 

Membahas tentang 

pengelolaan keuangan 

desa 

Penelitian 

sebelumnya tidak 

membahas tentang 

laporan keuangan 

dan aksesibilitas 

informasi Desa 
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Desa Kedungringin 

Kecamatan Muncar 

Kabupaten 

Banyuwangi 

sedangkan 

penelitian sekarang 

membahas tentang 

laporan keuangan 

dan aksesibilitas 

informasi desa 

7. 

 

Erliana 

Shinta 

Dewi 

(2020) 

Pengaruh 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, 

Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, 

Komitmen 

Organisasi, 

Transparansi Dan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Dana 

Desa 

Membahas tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 

desa 

Membahas tentang 

partisipasi masyarakat 

Metodologi penelitian 

menggunakan sampling 

dan kuisioner 

Penelitian 

sebelumnya 

membahas tentang 

kompetensi sumber 

daya manusia 

sedangkan 

penelitian sekarang 

tidak membahas 

tentang kompetensi 

sumber daya 

manusia 

8.  Riska 

Amelia 

(2019) 

Evaluasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa Di 

Desa Timbuseng 

Kecamatan 

Pattallassang 

Kabupaten Gowa 

Membahas tentang 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan 

desa   

1. Tidak membahas 

tentang 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

penyusunan 

laporan keuangan 

2. Tidak membahas 

aksesibilitas 

informasi desa 

3. Penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

teknik analisis 

kualitatif 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

menggunakan 

teknik analisis 

kuantitatif 

9.  Sari 

Wulanda

ri (2018) 

Pengaruh Sumber 

Daya Aparatur Desa, 

Peran Perangkat 

Desa, Sistem 

1. Membahas tentang 

penyajian laporan 

keuangan 

2. Membahas tentang 

Penelitian 

sebelumnya 

membahas tentang 

sumber daya 
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Pengendalian 

Internal, 

Transparansi, 

Aksesibilitas, 

Penyajian Laporan 

Keuangan Dan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

(Studi Pada 

Pemerintah Desa di 

Kecamatan Bayat) 

pengendalian internal 

terhadap pengelolaan 

keuangan desa 

3. Membahas tentang 

pengendalian internal 

4. Metodologi penelitian 

menggunakan 

purposive sampling 

aparatur desa 

sedangkan 

penelitian sekarang 

tidak membahas 

tentang sumber 

daya aparatur desa 

10. Mega 

Rif‟atun 

Hasanah 

(2018) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa Di 

Desa Jebung Lor 

Kecamatan 

Tlogosari Kabupaten 

Bondowoso 

Membahas tentang 

akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 

desa 

1. Jenis penelitian 

2. Pengumpulan 

data penelitian 

sebelumnya 

hanya 

menggunakan 

wawancara dan 

observasi 

sedangkan 

penelitian yang 

sekarang dengan 

mengunakan 

kuisioner 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Partisipasi Masyarakat 

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang 

mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah 

yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat 

Sumber : Data diolah 
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dipakai untuk mengatasi masalah mereka.
62

 Partisipasi masyarakat 

bukan lagi menjadi kewajiban, melainkan sudah menjadi hak bagi 

masyarakat untuk terjun langsung berpatisipasi/ikut serta dalam setiap 

perencanaan ataupun program-program dari kepemerintahan. 

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung 

warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses 

kepemerintahan. partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep 

partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk 

keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan 

keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi 

kehidupan warga masyarakat.
63

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

partisipasi masyarakat adalah bentuk keikutsertaan warga dalam 

pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai 

gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

b. Fungsi dan Manfaat Partisipasi 

Fungsi dari partisipasi masyarakat adalah :  

1) Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan  

2) Partisipasi masyarakat sebagai strategi  

3) Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi  

4) Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa  

5) Partisipasi masyarakat sebagai terapi.
64
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 Dwiningrum, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. 
63

 Dwiningrum. 
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 Mulyadi, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. 
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Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :    

1) Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab  

2) Meningkatkan proses belajar  

3) Meneliminir perasaan terasing  

4) Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah  

5) Menciptakan kesadaran politik  

6) Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat  

7) Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan 

komitmen sistem demokrasi.
65

 

c. Karakteristik Partisipasi 

Tabel 2.2 

Karakteristik Partisipasi 

No 
Tingkatan 

Partisipasi 
Hakekat Kesesrtaan 

Tingkatan Pembagian 

Kekuasaan 

1. Manipulasi 

(Manipulation) 

Permainan oleh 

pemerintah 
Tidak ada partisipasi 

2. Terapi (Therapy) Sekedar agar masyarakat 

tidak marah/sosialisasi 

3. Pemberitahuan 

(Informing) 

Sekedar pemberitahuan 

searah/sosialisasi 

Tokenism/sekedar 

justifikasi agar 

mengiyakan 

(partisipasi simbolik) 

4. Konsultasi 

(Consultation) 

Masyarakat didengar, 

tapi tidak selalu dipakai 

sarannya 

5. Penentraman 

(Placation) 

Saran Masyarakat 

diterima tapi tidak selalu 

dilaksanakan 

6. Kemitraan 

(Partnership) 

Timbal balik 

dinegosiasikan 

Tingkat kekuasaan ada di 

masyarakat 

(partisipasi penuh) 

7. Pendelegasian 

Kekuasaan 

(Delegated Power) 

Masyarakat diberi 

kekuasaan (sebagian atau 

seluruh program) 

8. Kontrol Masyarakat 

(Citizen Control) 

Sepenuhnya dikuasai 

oleh masyarakat 
Sumber: Arnstein (1969:217) dalam Rosyida dan Nasdian (2011)  
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 Mulyadi. 
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Partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat 

(citizen partisipation is citizen power). Partisipasi masyarakat 

bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam 

proses pengambilan keputusan.
66

 

2. Aksesibilitas Informasi Desa 

a. Pengertian Aksesibilitas Informasi Desa 

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna 

laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. 

Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan 

komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah 

yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang 

efektif.
67

 

Dengan kata lain aksesibilitas adalah memberikan kemudahan 

akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada 

lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat 

yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola 

dana desa. 

b. Manfaat Sistem Informasi Desa 

Dengan adanya SID (Sistem Informasi Desa) masyarakat bisa 

lebih mudah untuk mengakses atau mencari informasi yang dibutuhkan 
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 Rosyida and Tonny Nasdian, “Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan 

Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan.” 
67

 Nurhayati, “Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten 

Rokan Hulu.” 
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dengan kata lain masyarakat sangat di mudahkan dengan adanya SID. 

Adapun beberapa manfaat SID (Sistem Informasi Desa) antara lain : 

1) Menjadikan Kantor Desa Lebih Efektif 

Dikarenakan dalam SID tersimpan data-data penduduk maka kantor 

desa pun menjadi lebih mudah untuk memilah data kependudukan 

dengan akurat sesuai kriteria tertentu yang diinginkan. Maka dari itu, 

dapat menargetkan program pemerintah agar tepat sasaran.  

2) Kantor Desa Menjadi Lebih Efisien 

Dengan adanya SID sebagai sistem informasi kependudukan, maka 

kantor desa bisa memberikan layanan berbentuk surat keterangan 

untuk warga lebih cepat daripada menggunakan cara manual. 

Melalui SID ini data penduduk telah tersimpan dengan baik dan bisa 

diisikan otomati ke dalam surat yang dapat langsung dicetak. 

3) Pemerintah Desa Menjadi Lebih Transparan 

Melalui SID, maka pemerintah desa bisa mengelola informasi 

mengenai kegiatan desa secara mudah kepada warganya sekaligus 

dapat diakses lebih mudah oleh warga. Seperti, kantor desa bisa 

menggunakan SID untuk pengelolaan informasi mengenai 

perencanaan pengembangan desa. Selain itu juga bisa menampilkan 

informasi di berbagai media, baik itu berbentuk papan pengumuman, 

web desa, dan lain sebagainya. 

4) Menjadikan Layanan Publik Lebih Baik 

SID kantor desa menjadi lebih efektif dan efisien untuk melakukan 

tugas dan fungsi mereka dengan baik. Mengingat tugas utama dari 
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kantor desa sendiri ialah memberikan layanan kepada masyarakat, 

sehingga fungsi tersebut dapat bekerja lebih baik. Sederhananya, 

warga bisa mendapatkan surat keterangan secara cepat dengan data 

lebih akurat. 

5) Lebih  Akuntabel 

Melalui informasi perencanaan, pemanfaatan dana desa, kegiatan 

pembangunan dan lain sebagainya dalam SID dapat diakses warga 

dengan mudah, selain itu pemerintah desa juga dituntut lebih 

akuntabel. 

6) Warga Lebih Aktif Berpartisipasi Dalam Proses Pembangunan Desa 

Dengan ketersediaan informasi dan data desa yang gampang diakses 

ini, dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk bisa berpartisipasi 

pada pembangunan desa. Masyarakat atau warga akan mengetahui 

apa saja kegiatan yang sedang direncanakan dan berjalan, sehingga 

bisa turut mengawal aktivitas tersebut atau bisa juga dengan 

memberi saran, masukan dan usul terkait pembangunan desa.  

Sistem Informasi ini juga berpotensi menyediakan media elektronik 

dalam menggalang partisipasi warganya, misalnya dengan adanya 

forum warga desa untuk berdiskusi, menyampaikan usulan atau 

komentar secara visual/online. 

7) Warga Memperoleh Akses Informasi Desa Lebih Baik 

Melalui SID, perencanaan, informasi kependudukan, anggaran, aset 

dan sebagainya bisa langsung terekam lewat sistem elektronik. 

Seluruh informasi tersebut memiliki potensi lebih gampang diakses 
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oleh masyarakat. Kantor desa memiliki kesempatan dalam 

menyediakan fasilitas yang tepat bagi warga agar dapat mengakses 

informasi mengenai aktivitas desa dengan mudah.
68

 

3. Pengendalian Internal 

a. Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur 

untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk 

tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi 

perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan 

(peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah 

dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan 

perusahaan.  

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang 

dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personal lainnya, 

yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkain 

dengan pencapaian sasaran katagori sebagai berikut: efektifitas dan 

efisiensi operasi, kedalaman laporan keuangan, dan ketaatan kepada 

hukum dan peraturan yang berlaku.
69

 

b. Tujuan pengendalian internal 

Berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang diterapkan oleh 

perusahaan atau Perangkat Daerah untuk mencapai empat tujuan 

umumnya:  
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 „https://www.simpeldesa.com/blog/mudahnya-pelayanan-kantor-desa-melalui-sistem-informasi-

manajemen-pelayanan-desa/1081/‟ (diakses 9 Desember 2021). 
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 Irawati and Satri, “Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur 

Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Di Pt. Unisem Batam.” 
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1) Menjaga aktiva perusahaan, Aktiva atau harta perusahaan dapat 

dicuri atau terjadinya penyelewengan sehingga dibutuhkan sistem 

pengendalian yang memadai.  

2) Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, 

Ketelitian dan keakuratan diperlukan untuk membantu manajemen 

dalam kegiatan usaha.  

3) Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, Sistem 

pengendalian internal mencegah terjadinya pemborosan dan 

memilah-milah kegiatan yang tidak diperlukan.  

4) Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang 

ditetapkan oleh pihak-pihak manajemen, Pengendalian internal 

membantu perusahaan/organisasi dalam melaksanakan kebijakan dan 

prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan.
70

 

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 

a. Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada 

otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang 

terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabilitas yakni 

para pengambil keputusan dalam organisasi sector publik, swasta serta 

masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada 

publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik 

kepentingan. 
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 Irawati and Satri. 
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Akuntabilitas pengendalian terhadap organisasi publik pada level 

organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam 

memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun 

eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi 

terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik 

tersebut.  

Akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, diantaranya: 

transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan 

responsivitas. Pertama, transparansi yang merujuk pada kemudahan akses 

untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari 

organisasi. Kedua, pertanggungjawaban yang merujuk pada praktik untuk 

memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas 

tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang 

salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Ketiga, 

adalah pengendalian yang merujuk pada situasi bahwa organisasi 

melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Keempat, 

adalah tanggung jawab yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi 

oleh aturan hukum yang berlaku. Kelima, adalah responsivitas yang 

merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi 

harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa 

artikulasi permintaan dan kebutuhan.
71

 

b. Indikator Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain :  
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 Wicaksono, “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.” 
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1) Pertanggungjawaban hukum  

2) Pertanggungjawaban kinerja  

3) Pertanggungjawaban program  

4) Pertanggungjawaban kebijakan  

5) Pertangunggajawaban finansial 

5. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa 

pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih banyak pada 

masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan hingga 

pertanggungjawaban. partisipasif adalah dimana setiap warga desa 

memiliki hak untuk terlibat disetiap pengambilan keputusan dan setiap 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. 

Pengelolaan dana desa di pemerintahan desa sangat penting 

diterapkannya akuntabilitas agar pengelolaan dana desa dapat 

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Tahapan dalam pengelolaan dana desa berpedoman 

pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang ada 

didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. 

Adapun tahahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa, 

sebagai berikut : 
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a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan 

partisipasi masyarakat yang ada di Desa. Perencanaan Dana Desa 

dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa 

mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana program 

Dana Desa, yang dihadiri unsur pemerintahan desa, Badan 

Perrmusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas 

tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. 

Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan 

Dana (RPD) sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam 

tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses suatu 

kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

perencanaan penggunaan Dana Desa. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber 

dari Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, 

selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian 

informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik 

Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang 

dipasang dilokasi kegiatan. Tim Pelaksana Desa mempunyai 

kewajiban untuk mempertanggungjawabakan kinerjanya selama 

pelaksanaan kegiatan Dana Desa. 

c. Tahap Penatausahaan 
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Tahap penatausahaan dilakukan secara akuntabel. Penatausahaan 

adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. 

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara 

sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas 

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank (Juklak Bimkon 

Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). 

d. Tahap Pelaporan 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya 

dalam pengelolaan keuang desa, Kepala Desa memiliki kewajiban 

untuk menyampaikan laporan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan 

Keuangan Desa, 2015). Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 

disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester yaitu untuk 

semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun 

anggaran berjalan dan untuk semester dua paling lambat minggu 

keempat bulan Januari tahun berikutnya. Penyampaian Laporan 

Realiasasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui 

camat, terdiri dari Laporan Semester Pertama yang penyampaian 

paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester 

Akhir Tahun, yang penyampaiannya pada akhir bulan Januari tahun 

berikutnya. 
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e. Tahap pertanggungjawaban 

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir 

tahun anggaran. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Dana Desa wajib melaporkan 

pelaksanaan Dana Desa berupa Laporan Bulanan, yang mencakup 

perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan 

Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan Dana Desa. Laporan 

tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan 

ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.
72
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BAB III 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Profil Desa Tempursari  

Desa Tempursari merupakan salah satu Desa yang berada di 

Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang. Sejarah Desa Tempursari 

tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Mentaram Jawa Tengah yang awal 

mula membuka hutan di Ngurawan. Desa ini awalnya bernama Desa 

Ngurawan dengan lurah yang bernama Surodikromo. Lurah Surodikromo 

adalah Kepala Desa yang arif dan bijaksana, karena sangat terpengaruh 

oleh gaya kehidupan masyarakat Jawa Tengah. Karena adanya semangat 

perubahan maka desa ini pada tahun 1932 diubah namanya menjadi 

Tempursari. Nama Tempursari didasarkan pada sulitnya untuk membuka 

hutan Ngurawan karena ”Jalmo moro jalmo mati” yang artinya siapapun 

yang datang dan ingin membuka hutan sebagai Karang Pradesan akan 

meninggal dunia.  

Desa Tempursari memiliki luas wilayah 5,57 km
2
 yang terletak di 

bagian timur Kecamatan Tempursari. Desa Tempursari memiliki jarak 

68,1 km menuju Kabupaten Lumajang, dan dapat ditempuh dengan 

waktu 2 jam 22 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda 

empat. Sedangkan jarak Desa Tempursari menuju pusat pemerintahan 

Kecamatan Tempursari yaitu 1 km dan dapat ditempuh 2 menit Lewat Jl. 

Raya Tempursari. Secara umum alat transportasi yang digunakan 



54 
 

 
 

masyarakat Desa Tempursari menuju ke desa tetangga serta dari rumah 

menuju Kecamatan atau Kabupaten adalah kendaraan roda dua dan roda 

empat jalanan yang menghubungkan antara Desa Tempursari dengan 

desa-desa lainnya pada umunya jalannya sudah beraspal dan ada juga 

sebagian yang menggunakan jalan cor. Desa Tempursari terdiri Dari 3 

Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Tempursari, dan Dusun Langkapan. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Tempursari dapat dilihat pada 

tabel berikut.  

Tabel 4.1 Batas-Batas Desa Tempursari  

No Letak Batas Wilayah Kecamatan 

1 

2 

3 

4 

Sebelah Barat 

Sebelah Timur 

Sebelah Utara 

Sebelah Selatan 

Desa Purorejo 

Kawasan Hutan  

Desa Pundungsari 

Desa Tempurejo 

Tempursari 

Tempursari 

Tempursari 

Tempursari 
Sumber: Profil Desa Tempursari, 2020 

Desa Tempursari merupakan desa yang berpenduduk paling padat 

di bandingkan dengan ketujuh desa lain yang berada di Kecamatan 

Tempursari dengan tingkat kepadatan 1.639 jiwa/km
2
. Hasil sensus 

penduduk tahun 2021 Kecamatan Tempursari tercatat 9.129 jiwa dan 

jumlah rumah tangga sebanyak 3.239 rumah tangga. Secara rinci, 

berdasarkan jenis kelamin penduduk Desa Tempursari terdiri dari 4.597 

jiwa penduduk laki-laki dan 4.532 jiwa penduduk perempuan. Mayoritas 

penduduk Desa Tempursari bermata pencaharian sebagai petani. 

Berdasarkan jenis tanah pertanian di kecamatan Tempursari dapat 

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tanah sawah, tanah kering, dan 

lainnya.  

Gambaran mata pencaharian di Desa Tempursari sebagai berikut. 



55 
 

 
 

Tabel 4.2 Penduduk Desa Tempursari Berdasarkan Mata 

Pencaharian  

No Bidang Usaha Jumlah (jiwa) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Petani 

Buruh Tani 

Penggalian/Pertambangan 

Industri Kerajinan 

Industri Lainnya 

Kontruksi 

Angkutan/Komunikasi 

Perdagangan 

Jasa-jasa 

TNI/PNS 

2175 

265 

- 

2 

47 

15 

44 

284 

25 

130 
Sumber: Profil Desa Tempursari, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.2, masyarakat Desa Tempursari memiliki 

mata pencaharian lain yang cukup variatif seperti buruh tani, 

penggaliaan/pertambangan, industri kerajinan dan lainnya, konstruksi, 

angkutan/komunikasi. perdagangan, jasa-jasa, dan TNI/PNS. 

B. Penyajian Data 

1. Statistik Deskriptif Responden 

Karakteristik responden digunakan oleh peneliti untuk 

memberikan informasi mengenai data demografi responden (jenis 

kelamin, umur, pendidikan, lama kerja, dan jabatan). Responden 

penelitian adalah masyarakat Desa Tempursari Kecamatan Tempursari 

Kabupaten Lumajang yang terlibat dalam pengelolaan dana desa meliputi 

RT, RW, Kepala Dusun dan BPD. Adapun jumlah responden dalam 

penelitian ini ditentukan adalah 64 orang. Berikut ini disajikan statistik 

demografi responden yang  menjadi objek penelitian. 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Demografi Responden 

Kriteria 
Frekwensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Usia 
< 30 tahun  

30 – 60 tahun 

17 

39 

26,6 

60,9 
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> 60 tahun 8 12,5 

Jumlah 64 100,0 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan  

58 

6 

90,6 

9,4 

Jumlah 64 100,0 

Pendidikan 

SD/SMP 

SMU 

Diploma 

S1 

S2 

3 

39 

13 

7 

2 

4,7 

60,9 

20,3 

10,9 

3,1 

Jumlah 64 100,0 

Lama Kerja 

< 1 tahun 

1 – 3 tahun 

> 3 tahun 

7 

32 

25 

10,9 

50,0 

39,1 

Jumlah 64 100,0 

Jabatan RT 

RW 

Dusun 

BPD 

43 

8 

4 

9 

67,2 

12,5 

6,2 

14,1 

Jumlah 64 100,0 
Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden 

penelitian ini terdiri dari 58 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dari 

sisi usia dapat diketahui bahwa responden dengan usia kurang dari 30 

tahun sebanyak 17 orang, usia 30 – 60 tahun sebanyak 39 orang, dan usia 

di atas 60 tahun sebanyak 8 orang. Dari sisi pendidikan, dapat diketahui 

bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD/SMP sebanyak 3 orang, 

SMU sebanyak 39 orang, Diploma sebanyak 13 orang, Sarjana S1 

sebanyak 7 orang, dan S2 sebanyak 2 orang. Sedangkan dari sisi lama 

kerja dapat diketahui bahwa responden dengan lama kerja kurang dari 1 

tahun sebanyak 7 orang, lama kerja antara 1 – 3 tahun sebanyak 32 

orang, dan lama kerja lebih dari 3 tahun sebanyak 25 orang. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 30 – 60 
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tahun, latar belakang pendidikan lulusan SMU dan memiliki lama kerja 

antara 1 – 3 tahun. 

2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian berguna untuk mendukung hasil 

analisis data. Adapun hasil distribusi responden atas jawaban dari 

masing-masing indikator variabel penelitian (kuisioner) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden terhadap 

Variabel Partisipasi Masyarakat 

Item 
Frekuensi Jawaban Responden 

Total 
5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 

X1.1 27 42,2 25 39,1 9 14,1 3 4,7 0 0,0 64 

X1.2 15 23,4 38 59,4 10 15,6 1 1,6 0 0,0 64 

X1.3 18 28,1 38 59,4 7 10,9 1 1,6 0 0,0 64 

X1.4 17 26,6 37 57,8 9 14,1 1 1,6 0 0,0 64 
Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan berkaitan dengan variabel 

partisipasi masyarakat sebagian besar responden memberikan jawaban 

dengan skor 4 yang berarti partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

laporan keuangan di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten 

Lumajang dipersepsikan baik. Baiknya partisipasi masyarakat dapat 

dilihat dari masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

program-program desa, masyarakat dilibatkan diberikan kesempatan 

untuk mengusulkan rencana anggaran, masyarakat dilibatkan dalam 

mengawasi dan melaporkan terkait dengan program-program desa, dan 

masyarakat dilibatkan dalam memberikan penilaian pelaksanan anggaran 

dan program-program desa. 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden terhadap 

Variabel Aksesibilitas 
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Item 
Frekuensi Jawaban Responden 

Total 
5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 

X2.1 17 26,6 30 46,9 16 25,0 1 1,6 0 0,0 64 

X2.2 18 28,1 33 51,6 11 17,2 2 3,1 0 0,0 64 

X2.3 13 20,3 33 51,6 17 26,6 1 1,6 0 0,0 64 

X2.4 7 10,9 35 54,7 20 31,3 2 3,1 0 0,0 64 

X2.5 15 23,4 24 37,5 24 37,5 1 1,6 0 0,0 64 

X2.6 15 23,4 22 34,4 25 39,1 2 3,1 0 0,0 64 
Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan berkaitan dengan variabel 

aksesibilitas informasi desa sebagian besar responden memberikan 

jawaban dengan skor 4 yang berarti aksesibilitas informasi desa di Desa 

Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dipersepsikan 

baik. Baiknya aksesibilitas informasi desa dapat dilihat dari pengumuman 

pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi, penyediaan 

informasi yang bertanggungjawab, transparansi yang positif dapat 

menunjang kinerja pengelolaan keuangan, adanya media sosial yang 

memuat informasi pengelolaan keuangan maupun laporan kegiatan, 

adanya kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintah dalam 

peningkatan informasi, dan akses memperoleh dokumen tentang 

pengelolaan keuangan mudah diperoleh. 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden terhadap 

Variabel Pengendalian Internal 

Item 
Frekuensi Jawaban Responden 

Total 
5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 

X3.1 12 18,8 37 57,8 12 18,8 3 4,7 0 0,0 64 

X3.2 18 28,1 33 51,6 12 18,8 1 1,6 0 0,0 64 

X3.3 21 32,8 26 40,6 15 23,4 2 3,1 0 0,0 64 

X3.4 18 28,1 32 50,0 13 20,3 1 1,6 0 0,0 64 

X3.5 8 12,5 30 46,9 25 39,1 1 1,6 0 0,0 64 

X3.6 13 20,3 31 48,4 20 31,3 0 0,0 0 0,0 64 

X3.7 8 12,5 35 54,7 20 31,3 1 1,6 0 0,0 64 

X3.8 12 18,8 37 57,8 15 23,4 0 0,0 0 0,0 64 
Sumber: Lampiran 5 
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Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan berkaitan dengan variabel 

pengendalian internal sebagian besar responden memberikan jawaban 

dengan skor 4 yang berarti pengendalian internal di Desa Tempursari 

Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dipersepsikan baik. 

Baiknya pengendalian internal dapat dilihat dari pengelolaan dana desa 

dilakukan secara efektif, semua program yang ditargetkan dapat 

mencapai hasil yang dipertanggungjawabkan, efisiensi dan penghematan 

dalam penggunaan dana desa sudah dilaksanakan, informasi yang 

dihasilkan dari laporan keuangan konsolidasi telah menggambarkan 

dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan 

keuangan, informasi diarahkan untuk kebutuhan umum bukan untuk 

kebutuhan pihak tertentu, apabila informasi dilakukan pengujian lebih 

dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan 

simpulan yang tidak berbeda jauh, pengawasan keuangan dilakukan 

secara internal dan eksternal, pengawas keuangan secara aktif mengawasi 

pengelolaan keuangan, dan pengawasan yang dilakukan dengan baik 

akan mengurangi tingkat resiko penyimpangan anggaran. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden terhadap 

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 

Item 
Frekuensi Jawaban Responden 

Total 
5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 

Y1 18 28,1 32 50,0 14 21,9 0 0,0 0 0,0 64 

Y2 13 20,3 34 53,1 16 25,0 1 1,6 0 0,0 64 

Y3 18 28,1 29 45,3 15 23,4 2 3,1 0 0,0 64 

Y4 26 40,6 30 46,9 6 9,4 2 3,1 0 0,0 64 

Y5 22 34,4 40 62,5 1 1,6 1 1,6 0 0,0 64 

Y6 12 18,8 44 68,8 8 12,5 0 0,0 0 0,0 64 

Y7 9 14,1 42 65,6 12 18,8 1 1,6 0 0,0 64 

Y8 8 12,5 47 73,4 9 14,1 0 0,0 0 0,0 64 
Sumber: Lampiran 5 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan 

variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagian besar 

responden memberikan jawaban dengan skor 4 yang berarti akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari 

Kabupaten Lumajang dipersepsikan baik. Baiknya akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan 

dipertanggungjawabkan pemerintah desa kepada BPD dan masyarakat 

luas, anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah desa bersama 

BPD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan masyarakat, program-

program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi 

bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal, program-

program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip 

efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan 

kepentingan publik, pelaksanaan program-program APBDesa benar-

benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, anggaran yang diusulkan 

mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan, 

pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang 

berlaku, dan penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur (dalam hal ini kuesioner) melakukan 
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fungsi ukurnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan korelasi Pearson Validity dengan teknik product moment. 

Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa masing-masing 

indikator yang digunakan baik dalam variabel independen (Partisipasi 

masyarakat, Aksesibilitas informasi desa, dan Pengendalian internal) 

maupun variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) 

mempunyai nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti 

indikator-indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini layak 

atau valid digunakan sebagai pengumpul data. 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator r hitung Sig. Keterangan 

Partisipasi 

masyarakat 

X1.1 0,852 0,000 Valid 

X1.2 0,817 0,000 Valid 

X1.3 0,884 0,000 Valid 

X1.4 0,862 0,000 Valid 

Aksesibilitas 

informasi 

desa 

X2.1 0,770 0,000 Valid 

X2.2 0,723 0,000 Valid 

X2.3 0,732 0,000 Valid 

X2.4 0,696 0,000 Valid 

X2.5 0,829 0,000 Valid 

X2.6 0,835 0,000 Valid 

Pengendalian 

internal 

X3.1 0,716 0,000 Valid 

X3.2 0,819 0,000 Valid 

X3.3 0,848 0,000 Valid 

X3.4 0,751 0,000 Valid 

X3.5 0,572 0,000 Valid 

X3.6 0,673 0,000 Valid 

X3.7 0,669 0,000 Valid 

X3.8 0,659 0,000 Valid 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan 

desa 

Y1 0,701 0,000 Valid 

Y2 0,659 0,000 Valid 

Y3 0,783 0,000 Valid 

Y4 0,839 0,000 Valid 

Y5 0,707 0,000 Valid 

Y6 0,676 0,000 Valid 

Y7 0,568 0,000 Valid 
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Y8 0,675 0,000 Valid 
Sumber: Lampiran 3 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

pertanyaan yang jelas mudah dipahami, dan memiliki interpretasi 

yang sama atau konsisten. Hasil pengujian reliabilitas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel α Keterangan 

Partisipasi masyarakat 

Aksesibilitas informasi desa 

Pengendalian internal 

Akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa 

0,871 

0,859 

0,864 

0,851 

Reliabel 

α > 0,50 

Sumber: Lampiran 4 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, karena 

memiliki nilai Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,50. Sesuai yang 

disyaratkan bahwa suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha lebih dari 0,50. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

Gambar 4.2, berikut : 
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Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Lampiran 6 

Dari grafik hasil uji normalitas terhadap model regresi yang 

dapat dilihat pada Lampiran 6, terlihat titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. 

Maka model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Prosedur dilakukan adalah 

mendeteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatter 

plot. Dasar pengambilan keputusan adalah jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik (points) yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

telah terjadi heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 6 

Hasil analisis dari grafik scatterplots pada Gambar 4.2 

terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola 

tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

c. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti terjadi interkorelasi antar variabel 

bebas yang menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier 

yang signifikan. Apabila koefisien korelasi variabel yang 

bersangkutan nilainya terletak di luar batas-batas penerimaan 

(critical value) maka koefisien korelasi bermakna dan terjadi 

multikolinearitas. Apabila koefisien korelasi terletak di dalam batas-

batas penerimaan maka koefisien korelasinya tidak bermakna dan 

tidak terjadi multikolinearitas. 
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Tabel 4.10 Collinearity Statistic 

Variabel VIF Keterangan 

Partisipasi masyarakat 1,586 VIF  < 10 

Tidak ada 

multikolinearitas 

Aksesibilitas informasi desa 

Pengendalian internal 

1,394 

1,612 
Sumber: Lampiran 6 

Berdasarkan hasil analisis Collinearity Statistic diketahui 

bahwa dalam model tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat 

dilihat pada lampiran 6 dimana nilai VIF dari masing-masing 

variabel kurang dari 10. 

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian regresi linear berganda berguna untuk mengetahui 

tingkat pengaruh variabel independen (partisipasi masyarakat dan 

aksesibilitas informasi desa) terhadap variabel dependen (akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa). Berdasarkan pengujian dengan bantuan 

program SPSS version 22 diperoleh hasil yang dapat disajikan dalam tabel 

berikut : 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda 

Variabel Koef. Regresi thitung Sig. Keterangan 

Konstanta 9,454 3,380 0,001 - 

X1 0,591 3,538 0,001 Signifikan 

X2 0,285 2,620 0,011 Signifikan 

X3 0,212 2,142 0,034 Signifikan 

 R  = 

R Square  = 

F hitung  =  

Sig  =  

N  = 

0,737 

0,543 

23,785 

0,000 

             64 
Sumber: Lampiran 6 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 9,454 + 0,591 X1 + 0,285 X2 + 0,212 X3  
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Interpretasi atas hasil analisis tersebut dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

a. Konstanta sebesar 9,454, menunjukkan besarnya akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa pada saat variabel partisipasi masyarakat, 

aksesibilitas informasi desa, dan pengendalian internal sama dengan 

nol. Dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih 

tercapai meskipun tanpa ketiga variabel tersebut yang disebabkan oleh 

faktor lain. 

b. b1 = 0,591, artinya apabila variabel aksesibilitas informasi desa dan 

pengendalian internal sama dengan nol, maka peningkatan variabel 

partisipasi masyarakat sebesar satu satuan akan meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,591 satuan. 

c. b2 = 0,285 artinya apabila variabel partisipasi masyarakat dan 

pengendalian internal sama dengan nol, maka peningkatan variabel 

aksesibilitas informasi desa sebesar satu satuan akan meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,285 satuan. 

d. b2 = 0,212 artinya apabila variabel partisipasi masyarakat dan 

aksesibilitas informasi desa sama dengan nol, maka peningkatan 

variabel pengendalian internal sebesar satu satuan akan meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,212 satuan. 

2. Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi berganda (R
2
) dimaksudkan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Apabila R 



67 
 

 
 

square atau R
2 

= 1, maka garis regresi dari model tersebut memberikan 

sumbangan sebesar 100% terhadap perubahan variabel terikat. Apabila R
2
 

= 0, maka model tersebut tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa 

memberikan sumbangan terhadap perubahan variabel terikat. Kecocokan 

model akan semakin lebih baik apabila mendekati satu. 

Berdasarkan hasil analisis yang bisa dilihat pada Tabel 4.11 

diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 0,543, hal ini 

berarti 54,3% perubahan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat, aksesibilitas informasi 

desa, dan pengendalian internal sedangkan sisanya sebesar 45,7% 

disebabkan oleh faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan lain-lain yang 

tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat. 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial 

maupun simultan. Caranya adalah dengan membandingkan nilai 

probabilitas (signifikansi) dengan nilai (α) yang digunakan yaitu 5%. 

Masing-masing variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh yang 

signifikan (nyata) apabila probabilitas < 5% (α). 

a. Uji t 

Hasil perhitungan uji t dengan menggunakan program SPSS 

for Windows dapat dilihat pada Tabel 4.11. Berdasarkan tabel tersebut 
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dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat sebagai berikut: 

1) Pengaruh variabel partisipasi masyarakat (X1) terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa signifikansi 

variabel partisipasi masyarakat < α yaitu 0,001 < 0,05. Karena 

tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak, 

berarti secara parsial variabel partisipasi masyarakat (X1) 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa (Y). Sehingga, hipotesis yang 

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Desa Tempursari terbukti kebenarannya atau 

Ha1 diterima. 

2) Pengaruh variabel aksesibilitas informasi desa (X2) terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa signifikansi 

variabel aksesibilitas informasi desa < α yaitu 0,011 < 0,05. 

Karena tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka H0 

ditolak, berarti secara parsial variabel aksesibilitas informasi desa 

(X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa (Y). Sehingga, hipotesis yang 

menyatakan bahwa aksesibilitas informasi desa berpengaruh 
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terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa 

Tempursari terbukti kebenarannya atau Ha2 diterima. 

3) Pengaruh variabel pengendalian internal (X3) terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa signifikansi 

variabel pengendalian internal < α yaitu 0,036 < 0,05. Karena 

tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak, 

berarti secara parsial variabel pengendalian internal (X3) 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa (Y). Sehingga, hipotesis yang 

menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari 

terbukti kebenarannya atau Ha3 diterima. 

b. Uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

partisipasi masyarakat, aksesibilitas informasi desa, dan pengendalian 

internal secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 

0,05. Secara bersama-sama variabel partisipasi masyarakat, 

aksesibilitas informasi desa, dan pengendalian internal akan terbukti 

berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa jika probabilitas ≤ 0,05. Sebaliknya jika probabilitas > 

0,05 maka variabel partisipasi masyarakat, aksesibilitas informasi 

desa, dan pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan 
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terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adapun hasil uji F 

secara ringkas dapat dilihat dalam Tabel 4.11. 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka variabel 

partisipasi masyarakat, aksesibilitas informasi desa, dan pengendalian 

internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini H0 ditolak. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat, aksesibilitas informasi desa, 

dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari. 

D. Pembahasan 

Setelah dilakukan pengujian statistik secara parsial (individu) dengan 

menggunakan uji t, maka analisis lebih lanjut dari hasil analisis regresi adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Hasil uji regresi menunjukkan variabel partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti faktor 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan yang diukur 

melalui masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan program-

program desa, masyarakat dilibatkan diberikan kesempatan untuk 

mengusulkan rencana anggaran, masyarakat dilibatkan dalam mengawasi 

dan melaporkan terkait dengan program-program desa, dan masyarakat 
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dilibatkan dalam memberikan penilaian pelaksanan anggaran dan 

program-program desa merupakan suatu faktor yang menentukan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari. 

Partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan masyarakat 

dalam proses pengindentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada 

masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternatif 

dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan 

permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. 

Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal 

aatau tidak berjalan secara efektif.
73

 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah 

penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi tentang 

penyaluran dana untuk pembangunan desanya. Akuntabilitas akan tercapai 

jika adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala 

aspirasi serta berkontribusi dalam proses pengelolaan dana yang 

diperoleh.
74

 Partisipasi masyarakat akan mendorong pengelolaan keuangan 

desa secara transparan dimana dalam pengelolaan keuangan, pemerintah 

desa dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada poin inilah, pengelolaan 

keuangan desa dinyatakan secara transparan dan membudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan akses dan infromasi terkait dengan 
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keuangan desa. Sehingga, partisipasi masyarakat yang semakin baik, maka 

akan mendorong pengelolaan keuangan desa yang semaki baik yang 

tercermin melalui tranparansi pengelolaan keuangan. Implementasi 

pembangunan harus diprioritaskan dengan melibatkan masyarakat 

sehingga proses implementasi pembangunan tepat pada sasaran, efisien 

dan efektif. 

2. Pengaruh Aksesibilitas Informasi Desa terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Hasil uji regresi menunjukkan variabel aksesibilitas informasi 

desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa. Hal ini berarti faktor aksesibilitas informasi desa yang 

diukur melalui pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan 

transparansi, penyediaan informasi yang bertanggungjawab, transparansi 

yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan, adanya media 

sosial yang memuat informasi pengelolaan keuangan maupun laporan 

kegiatan, adanya kerjasama dengan media massa dan lembaga pemerintah 

dalam peningkatan informasi, dan akses memperoleh dokumen tentang 

pengelolaan keuangan mudah diperoleh merupakan suatu faktor yang 

menentukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari. 

Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan 

mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. 

Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah 

yang efektif.
75

 Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik 

                                                             
75

 Nurhayati. 
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terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini 

diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, 

dan website, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan 

yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. 

Pengelolaan keuangan desa akan semakin akuntabel apabila diikuti dengan 

kemudahan akses (aksesibilitas) laporan keuangan bagi para pengguna 

laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik 

yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

Pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara 

luas atas laporan keuangan melalui internet, surat kabar atau media lain. 

Penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat 

menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah. Semakin tinggi 

aksesibilitas informasi desa maka semakin baik pula akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa.
76

 

3. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Hasil uji regresi menunjukkan variabel pengendalian internal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa. Hal ini berarti faktor pengendalian internal yang diukur 

melalui pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif, semua program 

yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang dipertanggungjawabkan, 

efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana desa sudah 

dilaksanakan, informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan konsolidasi 
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telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan 

dalam laporan keuangan, informasi diarahkan untuk kebutuhan umum 

bukan untuk kebutuhan pihak tertentu, apabila informasi dilakukan 

pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap 

menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, pengawasan keuangan 

dilakukan secara internal dan eksternal, pengawas keuangan secara aktif 

mengawasi pengelolaan keuangan, dan pengawasan yang dilakukan 

dengan baik akan mengurangi tingkat resiko penyimpangan anggaran 

merupakan suatu faktor yang menentukan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Desa Tempursari. 

Penegendalian intern adalah proses yang dirancang untuk 

memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektifitas 

dan efisien operasi, relibilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan hukum 

yang berlaku. Para manajer harus mampu menilai sistem internal karena 

mereka bertanggung jawab atas pengendalian internal pelaporan keuangan 

keuangan baik swasta maupun instansi pemerintah.
77

Dengan kata lain 

pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk 

melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan 

penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan 

yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) 

hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau 

dijalankan sebagaimana mestinya. 
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Pengendalian internal sebagai bentuk pengawasan dan proses 

pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi untuk 

memastikan supaya seluruh tugas yang dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan.
78

 Tercapainya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

desa dapat diketahui melalui pengendalian internal mulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Sehingga setiap proses 

dalam mengelola dana desa sangat dibutuhkan pengendalian internal agar 

pengelolaan terlaksana secara efektif dan terhindar dari penyimpangan. 

Oleh karena itu, pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 
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A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa di Desa Tempursari. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

dana desa sangatlah penting karena masyarakat dapat memperoleh 

informasi tentang penyaluran dana untuk pembangunan desanya. 

Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat 

yang menyampaikan segala aspirasi serta berkontribusi dalam proses 

pengelolaan dana yang diperoleh. 

2. Aksesibilitas informasi desa berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari. 

Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan 

komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses 

inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang 

efektif. 

3. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa di Desa Tempursari. Pengendalian internal 

sebagai bentuk pengawasan dan proses pengamatan terhadap 

BAB IV

PENUTUP
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pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi untuk memastikan supaya 

seluruh tugas yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. 

Tercapainya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat 

diketahui melalui pengendalian internal mulai dari tahap perencanaan 

sampai dengan pertanggungjawaban. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini kiranya peneliti dapat 

memberikan saran, diantaranya: 

1. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, 

aksesibilitas informasi desa, dan pengendalian internal berpengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa 

Tempursari, oleh karena itu hendaknya pihak aparatur desa di Desa 

Tempursari selalu memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan 

partisipasi masyarakat, aksesibilitas informasi desa, dan pengendalian 

internal sehingga dapat mendukung tercapainya akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa yang optimal. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai 

dengan implementasi anggaran dan keuangan desa, membuka akses 

bagi para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, dan 

lainnya. 

2. Hasil penelitian ini hanya mampu menjelaskan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa sebesar 54,3%, sehingga masih ada faktor 



78 
 

 
 

lain di luar model yang diteliti yang mampu menjelaskan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu disarankan bagi penelitian 

lanjutan untuk menambahkan variabel lain seperti kompetensi sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, 

dan lain-lain. Sehingga dapat memperoleh hasil temuan yang lebih 

baik dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.  
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Lampiran 1 

Angket Kueisoner Penelitian 

KUISIONER PENELITIAN 

 
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS INFORMASI DESA DAN 

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TEMPURSARI, 

KECAMATAN TEMPURSARI, KABUPATEN LUMAJANG 

 

 

Saya adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang sedang 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan 

Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 

di Desa Tempursari, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang”.  

Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan hal yang sangat 

berharga, oleh karena itu partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab 

kuisioner ini sangat saya hargai. Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan 

saya jamin kerahasian dan semata-mata digunakan untuk kegiatan ilmiah.  

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada responden yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.  

 

 

 Hormat saya 

 

 Najih Hamdi 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

Nomer Responden :..........................................................( di isi oleh peneliti) 

Nama    :.......................................................................................... 

Jenis Kelamin  :        Laki-laki              Perempuan 

Umur   :  < 30 tahun 30 – 60 tahun > 60 tahun  

Pendidikan Terakhir : SD/SMP   SMA Diploma      

                                    S1  S2 

Lama Bekerja  : <1 tahun     1-3 tahun   >5 tahun 

Jabatan  : . .......................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

  

   



 
 

 
 

Petunjuk Pengisian 

 

1. Berikan tanda ceklist (√) pada tempat yang telah tersedia sesuai dengan 

jawaban bapak/Ibu.  

2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.  

3. Mohon Bapak/ibu dapat memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. 

4. Pada masing-masing pernyataan terdapat lima alternatif jawaban. Adapaun 

kriteria untuk seluruh pernyataan adalah sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS) = 5 

b. Setuju (S) = 4 

c. Cukup Setuju (CS) = 3 

d. Tidak Setuju (TS) = 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

 

A. Kuesioner Partisipasi Masyarakat (X1) 

NO Uraian SS S CS TS STS 

1 Saya merasa masyarakat 

dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan program-program desa 

     

2 Saya merasa masyarakat 

dilibatkan diberikan kesempatan 

untuk mengusulkan rencana 

anggaran 

     

3 Saya merasa masyarakat 

dilibatkan dalam mengawasi dan 

melaporkan terkait dengan 

program-program desa 

     

4 Saya merasa masyarakat 

dilibatkan dalam memberikan 

penilaian pelaksanan anggaran 

dan program-program desa 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

B. Kuesioner Aksesibilitas (X2) 

NO Uraian SS S CS TS STS 

1 Pengumuman pengelolaan 

keuangan dapat meningkatkan  

transparansi 

     

2 Penyediaan Informasi yang  

bertanggungjawab 

     

3 Transparansi yang positif dapat  

menunjang kinerja pengelolaan  

keuangan 

     

4 Adanya media sosial yang  

memuat informasi pengelolaan  

keuangan maupun laporan  

kegiatan 

     

5 Adanya kerjasama dengan media  

massa dan lembaga pemerintah  

dalam peningkatan informasi 

     

6 Akses memperoleh dokumen  

tentang pengelolaan keuangan  

mudah diperoleh 

     

 

C. Kuesioner Pengendalian Internal (X3) 

NO Uraian SS S CS TS STS 

1 Pengelolaan dana desa dilakukan  

secara efektif, semua program  

yang ditargetkan dapat mencapai  

hasil yang dipertanggungjawabkan 

     

2 Efisiensi dan penghematan  

dalam penggunaan dana desa 

sudah dilaksanakan 

     

3 Informasi yang dihasilkan dari 

laporan keuangan konsolidasi telah 

menggambarkan dengan jujur 

transaksi yang seharusnya 

disajikan dalam laporan keuangan 

     

4 Informasi diarahkan untuk 

kebutuhan umum bukan untuk 

kebutuhan pihak tertentu 

     

5 Apabila informasi dilakukan 

pengujian lebih dari sekali oleh 

pihak yang berbeda, hasilnya tetap 

menunjukkan simpulan yang tidak 

berbeda jauh  

     



 
 

 
 

6 Pengawasan keuangan  

dilakukan secara internal  

dan eksternal 

     

7 Pengawas keuangan  

secara aktif mengawasi  

pengelolaan keuangan 

     

8 Pengawasan yang  

dilakukan dengan baik  

akan mengurangi tingkat  

resiko penyimpangan anggaran 

     

 

D. Kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 

NO Uraian SS S CS TS STS 

1 Pelaksanaan kebijakan 

dipertanggungjawabkan 

pemerintah desa kepada BPD dan 

masyarakat luas 

     

2 Anggaran yang dirancang dan 

ditetapkan pemerintah desa 

bersama BPD sesuai dengan 

realisasinya bagi kepentingan 

masyarakat 

     

3 Program-program anggaran 

dirancang dengan 

mempertimbangkan prinsip 

efisiensi bahwa dana masyarakat 

menghasilkan output maksimal 

     

4 Program-program anggaran 

dirancang dengan 

mempertimbangkan prinsip 

efektifitas bahwa penggunaan 

anggaran mencapai target atau 

tujuan kepentingan publik 

     

5 Pelaksanaan program-program 

APBDesa benar-benar dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat 

     

6 Anggaran yang diusulkan 

mencerminkan visi, misi, tujuan, 

sasaran, dan hasil yang ditetapkan 

     

7 Pengalokasian dana anggaran 

mengikuti proses-proses dan 

prosedur yang berlaku 

     

8 Penggunaan dana anggaran 

didasarkan atas hukum dan 

peraturan yang berlaku 
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